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BAB III 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Tindak Pidana Pembunuhan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam 

menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah 

tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan 

delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut 

dengan straf baar feit atau delict. Berikut ini pendapat beberapa 

sarjana mengenai tindak pidana: 

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah 

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.
1
 

 

Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana 

menurut para ahli hukum, sebagai berikut : 

                                                           
1
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, 2003, hlm 53 
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Wirjono mengatakan bahwa:
2
 

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa 

pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni 

pasal 12 (1). Secara substansif, perngertian dari istilah peristiwa 

pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 

ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam” 

. 

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:
3
 

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 

dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain 

perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.” 

 

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda 

pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang 

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana 

perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. 

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok 

dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 

pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 

telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 

diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri 

berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada 

                                                           
2
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm. 33. 
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perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 

ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan 

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana 

memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:
4
 

a) Suatu perbuatan manusia.  

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang.  

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan 

yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. 

Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah 

yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-

macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar 

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai 

sudut pandang masing-masing pakar. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur 

subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya 

                                                           
4
 Ibid hlm 50 
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yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang 

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di 

mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
5
 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);  

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 

misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 

340 KUHP;  

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Sifat melanggar hukum;  

b. Kualitas si pelaku;  

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 

3. Tindak Pidana Pembunuhan 

                                                           
5
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Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II 

Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri 

hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, 

antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia 

hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh 

kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa 

dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan 

seseorang (pembunuhan/murder). 

Suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan 

dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan 

perbuatan itu harus dengan gerkan dari sebagaian anggota tubuh, tidak 

boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan 

racun pada minum. Hal ini tidak termasuk dalam bentuk aktif, 

melainkan bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjukan 

bentuk konkret. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang konkret 

perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah 

dicontohkan sebelumnya.  

Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan 

dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan oog merk untuk 

mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan 

datangnya akibat itu (opzet big zekerheidsbewustzijn), atau sebagai 
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keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet big 

zekerheidsbewustzijn). 

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah 

disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau 

kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa 

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya 

nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau 

suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang 

lain. 

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau 

dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: 

1) Atas dasar unsur kesalahan 

2) Atas dasar objeknya (nyawa) 

Atas dasar kesalahan ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap 

nyawa, ialah: 

1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus 

misdrijven) 

2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian 

(Culpose misdrijven) 

Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang 

dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan 

dalam 3 (tiga) macam, yaitu: 
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1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umunya, dimuat dalam Pasal: 

338, 339, 340, 344, 345. 

2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah 

dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 341, 342, dan 343 

3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan 

ibu (janin), dimuat dalam Pasal: 346, 377, 348, dan 349. 

Dilihat dari segi “kesengajaan (dolus/opzet)” maka tindak pidana 

terhadap nyawa ini terdiri atas: 

1) Dilakukan dengan sengaja 

2) Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat 

3) Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 

4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 

5) Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri 

Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu: 

1) Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Sengaja 

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat 

diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud 

mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan 

yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab 

ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 

338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang 

dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai 
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pembunuhan yang terdiri dari pembunuhan biasa dalam bentuk 

pokok. 

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan  dengan sengaja 

(pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 

KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. 

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut: 

a) Unsur Objektif 

(1) Perbuatan menghilangkan nyawa 

(2) Objeknya yaitu nyawa orang lain 

b) Unsur Subjektif 

(1) Dengan sengaja 

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP 

adalah sebagai berikut: 

a) Dengan Sengaja 

(1) Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si 

pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki 

adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya 

jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, 

sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut 

dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk 

menghilangkan nyawa orang lain. 
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(2) Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa 

dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan 

bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat 

dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag) in casu tidak 

dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan 

tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain 

yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur 

sengaja. 

(3) Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang 

menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi 

pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki 

bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti 

mengakibatkan adanya orang mati. 

(4) Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur 

sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini 

disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus 

dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu 

maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir 

atau tidak dengan suatu perencanaan. 

(5) Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk 

membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut 

licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. 

Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah 
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unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari 

keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan 

penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali 

mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau 

terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” 

artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa 

kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau 

menjadi tujuannya. 

(6) Pada umunya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si 

tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari 

pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa 

kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan 

menjadi nia tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja 

atau melukainya saja. 

(7) Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini 

haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan 

perbuatan jahatanya tersebut. Sehingga memang 

dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal 

dunia.           

(8) Menghilangkan jiwa orang lain; 

2) Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Tindak 

Pidana Lain 
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Rincian dari rumusan tersebut adalah terdiri dari unsur-

unsur sebagai berikut: 

a) Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338 

KUHP. 

b) Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak 

pidana lain. 

c) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 

(1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain 

(2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain 

(3)  Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 

(4) Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta 

lainnya dari pidana, atau 

(5) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 

sencara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu). 

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara 

pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari 

perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului dengan 

maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya. 

3) Pembunuhan berencana (Moord) 

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat 

pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat 

ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa 

manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: 
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“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan 

dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. 

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur: 

a) Unsur Objektif: 

(1) Perbuatan menghilangkan nyawa 

(2) Objeknya yaitu nyawa orang lain 

b) Unsur Subjektif: 

(1) Dengan sengaja 

(2) Dan dengan rencana terlebih dahulu. 

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti 

Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih 

dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang 

kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah 

dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. 

Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur 

Pasal 338, maka pembunuhan berencana  dapat dianggap sebagai 

pembunuhan yang berdiri sendiri. 

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 



30 
 

 
 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan 

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, 

atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan 

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, 

dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. 

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena 

terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum 

dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan 

untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. 

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga adalah: 

a.  Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);  

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan 

(misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, 

dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau  
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c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam 

rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT). 

Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari 

kekerasan dalam rumah tangga adalah: 

1.  Kekerasan Fisik 

a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti 

menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan 

pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang 

dapat mengakibatkan: 

1) Cedera berat  

2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari  

3) Pingsan  

4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit 

disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati 

5) Kehilangan salah satu panca indera.  

6) Mendapat cacat.  

7) Menderita sakit lumpuh.  

8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih  

9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan  

10) Kematian korban. 
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b. .Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, 

mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: 

1) Cedera ringan  

2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori bera 

3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke 

dalam jenis kekerasan berat. 

2.  Kekerasan Psikis 

a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, 

manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 

penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi 

sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 

menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan 

fisik, seksual dan ekonomis yang masing- masingnya bisa 

mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau 

beberapa hal berikut: 

1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan 

obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya 

berat dan atau menahun.  

2) Gangguan stres pasca trauma.  

3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau 

buta tanpa indikasi medis)  

4) Depresi berat atau destruksi diri  
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5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas 

seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya  

6) Bunuh diri 

b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, 

manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 

penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi 

sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 

menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan 

ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan 

penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di 

bawah ini: 

1) Ketakutan dan perasaan terteror  

2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak 

3)  Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual  

4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, 

gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)  

5) Fobia atau depresi temporer 

3.  Kekerasan Seksual 

a. Kekerasan seksual berat, berupa: 

1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, 

menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul 
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serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, 

terteror, terhina dan merasa dikendalikan.  

2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau 

pada saat korban tidak menghendaki.  

3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 

merendahkan dan atau menyakitkan.  

4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

pelacuran dan atau tujuan tertentu.  

5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan 

posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.  

6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa 

bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera. 

b. Kekerasan Seksual Ringan; berupa pelecehan seksual secara 

verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan 

dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, 

gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta 

perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat 

melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi 

kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis 

kekerasan seksual berat. 

4.  Kekerasan Ekonomi 

a. Kekerasan Ekonomi Berat; yakni tindakan eksploitasi, 

manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: 
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1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk 

pelacuran.  

2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.  

3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan 

korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda 

korban. 

b. Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya 

sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya 

secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
6
 

B. Hukum Acara Pidana 

1. Pengertian Hukum Acara Pidana 

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan 

dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum 

formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana). 

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika 

dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan 

pidana. Belanda memakai istilah strafvordering yang kalau 

diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai 

menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-

undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur 

                                                           
6
 http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm, Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,diakses tanggal 30 Agustus 2019. 
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acara pidana. Sehingga istilah bahasa inggris Criminal Procedure Law 

lebih tepat daripada istilah Belanda.
7
 

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya 

mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan 

berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan 

narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang 

menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan 

terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia 

diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh 

proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di 

Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali 

(herziening).
8
 

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana 

a. Penyilidikan 

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam 

Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah : 

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-

undang ini.” 

                                                           
7
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2. 

8
 Ibid, hlm. 3. 
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Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi 

kepolisian menggunakan istilah reserse. Tugasnya yaitu berkaitan 

dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan 

orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan 

tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan 

teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen 

maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di 

dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.
9
 

b. Penyidikan 

1) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan 

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak 

pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam 

proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal 

tersebut adalah penyelidik, tugas dan wewenang dari 

penyelidik salah satunya adalah menerima laporan atau 

pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai 

dengan Pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau 

pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa 

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses 

                                                           
9
 Ibid, hlm. 119. 
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penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan 

didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah : 

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.” 

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 

KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian opsporing atau 

interrogation. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti 

pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu 

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan 

jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa 

ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.
10

 

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan 

atau awal (vooronderzoek) yang seyogyanya dititik beratkan 

pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual 

penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di 

ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan 

penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat 

kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
11

 

                                                           
10

 R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72 
11

 Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. 
Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15. 
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Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan 

penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang 

ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan 

bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu 

peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
12

 

Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah : 

a) Laporan polisi/pengaduan;  

b) Surat perintah tugas;  

c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);  

d) Surat perintah penyidikan; dan  

e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri 

Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa : 

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 

1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga 

bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai 

dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” 

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi 

penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) 

                                                           
12

 Ibid, hlm. 16. 
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Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Penyidikan yaitu : 

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan 

segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam 

proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, 

pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk 

menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman 

administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional 

maupun pengawasan penyidikan.” 

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas 

perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas 

perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 

10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi 

berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan 

pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 

berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang 

keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses 

penyidikan. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada 

dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu : 

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia  

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan 

wewenang khusus oleh undang-undang 
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Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik 

utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 

ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan 

ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi 

sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik 

lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP 

yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai 

penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama 

sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam 

undangundang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri 

seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
13

 

2) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam 

penyidikan 

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku 

tindak pidana menganut prinsip akuisator, ini artinya tersangka 

selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya 

ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. 

Prinsip akuisator menempatkan kedudukan tersangka dalam 

setiap tingkat pemeriksaan : 

a) Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu 

tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan 
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 Oemar Seno Adji, Mass Media & Hukum, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14. 
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dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat 

harga diri,  

b) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah 

kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau 

terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. 

Sebelum menggunakan prinsip akuisator, dahulu penyidik 

dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan 

pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat 

diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan 

dengan prinsip inkuisator. Dalam prinsip inkuisator terdakwa 

tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar 

bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan 

kebenarannya. 

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum 

KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak 

hukum menggunakan prinsip akuisator dalam pemeriksaannya. 

Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara 

pemeriksaan yang inkuisator atau inkuisitorial sistem yang 

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan 

sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. 

Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan 

dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan 

kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk 
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membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. 

Dalam inkuisator aparat sudah menganggap tersangka atau 

terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan 

dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-

hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, 

seorang yang benar- benar tidak bersalah terpaksa menerima 

nasib sial, yaitu dengan di penjara. 

Selanjutnya prinsip akuisator, dimana seorang tersangka 

atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka 

atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka 

atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan 

hakhak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada 

diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup 

ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan 

dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah 

dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana 

yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang 

menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus 

diberlakukan prinsip akuisator. Dimana tersangka harus 

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat 

dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai 

objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka 

tapi perbuatan tindak pidananya. 
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c. Penuntutan 

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi 

penuntutan adalah : 

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut 

dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

hakim di sidang pengadilan.” 

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 

dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa 

di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang 

terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan 

permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan 

perkara pidana itu terhadap terdakwa.
14

 

d. Pemeriksaan di Pengadilan 

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari 

persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua 

pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di 

dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut 

memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil 

terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur 

di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. 

                                                           
14

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, 1967, Yang dikutip oleh Andi 
Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162. 



45 
 

 
 

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang 

pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, 

pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan 

cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan 

perkara pelanggaran lalu lintas.
15

 

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang 

perkaraperkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. 

Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. 

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : 

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah 

perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk 

ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum 

pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 

sederhana.” 

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat 

ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana 

ringan yaitu : 

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana 

ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara 

atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda 

sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan 

                                                           
15

 Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
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ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian 

ini.” 

C. Peradilan Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan 

antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat 

dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri dan 

berusia 0-18 tahun atau belum menikah.
16 

Sedangkan peradilan adalah tiang teras dan landasan Negara 

hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila 

ada peradilan yang berdiri kokoh dan bebas dari pengaruh apa pun, 

yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum 

yang diletakkan dalam undang-undang dan peratuan hukum lainnya. 

Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang 

mencari keadilan dan menyeleseaikan persoalan-persoalan tentang hak 

dan kewajibannya menurut hukum.
17

 

Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan 

menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat 

diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 

kawin. Ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan di sidang 

pengadilan ini berkaitan dengan pelaksanaan sidang, keterlibatan 

                                                           
16

 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2006,  Hal. 36 
17

 Sri Widyowati. Anak Dan Wanita Dalam Hukum. LP3S. Jakarta. 1983. Hlm 183 



47 
 

 
 

pembimbing kemasyarakatan, bentuk hakimnya, sebagaimana 

dipaparkan berikut ini: 

1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing 

Kemasyarakatan menyampakian laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut 

berisi tentang: 

a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial 

anak; 

b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan 

2)  Hakim dalam sidang anak adalah Hakim Tunggal dalam hal tertentu 

dan dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan Hakim Majelis 

[Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)] 

3)  Dalam perkara anak nakal, penuntut Umum, Advokat, Pembimbing 

Kemasyarakatan, Orang tua, Wali, atau Orang tua asuh, wajib hadir 

dalam Sidang Anak (Pasal 55 UUPA) 

4)  Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbingan 

Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian 

Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan [Pasal 56 ayat 

(1) UUPA]. 

5)  Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar 

terdakwa dibawa keluar ruang sidang [Pasal 5 ayat (1) UUPA]. 

6)  Sebelum mengucapkan putusnna, Hakim memberikan kesempatan 

kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk 
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mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat lagi anak [Pasal 59 

ayat (1) UUPA]. 

7)  Putusan pengadilan wajib mempertimbangkan laporan penelitian 

kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (1) 

UUPA]. 

8)  Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum [Pasal 59 ayat (3) UUPA]. 

2. Hak-Hak Anak 

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 

perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam 

kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak 

dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensif,  undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia 

yang termuat dalam UUD’45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi: 

a.  Non-diskriminasi;  

b.  Kepentingan yang terbaik bagi anak;  

c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,dan  

d.  Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002) 

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 

Pasal 19 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebgai berikut: 
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a.  Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).  

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5).  

c.  Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 

bimbingan orang tua (Pasal6).  

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan 

untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 7). 

e.  Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8). 

f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan: 

1) Diskriminasi;  

2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;  

3) Penelantaran;  

4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;  

5) Ketidak-adilan; dan  

6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13). 
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g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;  

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;  

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan  

5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15) 

h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

(Pasal 16 ayat (1). 

i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

(Pasal 16 ayat (2)  

j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 

upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3) 

k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; 

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa;  

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan  

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 

umum. (Pasal 17) 
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l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 

yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat 

(2).
18 

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 

dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 

dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.
19

 

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa: 

1. Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan 

secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara 

lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal 

adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena 

pasal ini telah dicabut oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang pengadilan anak. 

2. Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang Hukum 

Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang belum 

dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan pernah kawin sebelumnya. 

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak 

menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia 

mengenai anak, sebagai berikut : 

1.  Di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang 
                                                           

18
 Tri Andrisman.. Buku Ajar Hukum Peradilan Anak. Unila. Bandar Lampung. 2011,Hlm 

27 
19

 Ibid hlm.36 
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menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

2.  Di dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut 

: ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 

umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah kawin”.31 Selanjutnya Mahkamah Konstitusi 

(MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif 

sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai 

psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 

tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan 

mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 

(2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3.  Di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut 

: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah menikah. 

4.  Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah 

setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya. 
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5.  Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan 

Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak 

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 

pernah kawin. 

6.  Pengertian anak menurut kenvensi tentang hak-hak anak ( Convention 

on The Right of The Child) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak 

jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang- 

undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut : 

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 

kecuali menurut undang- undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan 

dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban 

kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat 

perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang 

bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi 

korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, 

penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan 

saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”. 

 

Apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai 

orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum 

menikah termasuk dalam kandungan.
20

 Ada beberapa peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu: 

1. Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child). Hak anak 

merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak 

merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan 

instrumen yang berisi rumusan prinsip- prinsip universal dan ketentuan 

                                                           
20

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak DiIndonesia, Redika Aditama, Bandung , 2010, hlm.7 
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norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian 

internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur 

hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur 

dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. 

3. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak dengan kebutuhan khusus (special needs children) dapat 

diartikan secara sederhana sebagai anak yang lambat (slow) atau 

mengalami gangguan (retarded) yang tidak akan pernah berhasil di 

sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya.
21

 Adapun menurut 

Heward, anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda pada umumnya tanpa selalu 

menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik.
22

 Bisa jadi, 

ABK justru memiliki kemampuan melebihi siswa pada umumnya, 

misalnya anak yang berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan 

                                                           
21

. Memet dan Widyaiswara, Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus, (Online). 
(http://pendidikanabk.blogspot.com/2011/10/definisi-anak-berkebutuhan-khusus.html), 2013, 
Diakses 8 Agustus 2019 

22
 Wikipedia, Anak Berkebutuhan Khusus, (Online), 

(id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus), Diakses 8 Agustus 2019. 

http://pendidikanabk.blogspot.com/2011/10/definisi-anak-berkebutuhan-khusus.html
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luar biasa. Anak dengan karakteristik semacam ini memerlukan 

penanganan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. 

Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki keunikan tersendiri 

dalam jenis dan karakteristiknya. Keunikan tersebut menjadikan mereka 

berbeda dari anak-anak normal pada umumnya. Karena karakteristik dan 

hambatan yang dimilkinya, ABK memerlukan bentuk pelayanan 

pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi 

mereka. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak berkebutuhan 

khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda pada 

umumnya karena memiliki hambatan belajar yang diakibatkan oleh adanya 

hambatan perkembangan persepsi, hambatan perkembangan fisik, 

hambatan perkembangan perilaku dan hambatan perkembangan 

inteligensi/kecerdasan. Bahkan sebagian dari ABK ada pula yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Berkebutuhan khusus lebih 

memandang pada kebutuhan anak untuk mencapai prestasi dan 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. Oleh karena itu, ABK 

memerlukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan 

dan potensi mereka. 

Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kategori bagian, 

yaitu berkebutuhan khusus temporer dan berkebutuhan khusus permanen. 

23
 Ketika berkebutuhan khusus temporer tidak dapat ditangani dengan baik 

                                                           
23

 Memet dan Widyaiswara, Op.cit 
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maka akan menjadi berkebutuhan khusus permanen. Berdasarkan 

kemampuan intelektualnya, ABK dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori. 
24

 

Kedua kategori tersebut antara lain: (1) anak berkelainan tanpa 

disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan (2) anak 

berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 

Secara garis besar, yang tergolong anak berkebutuhan khusus (ABK) 

berdasarkan jenis kebutuhannya sebagaimana menurut gagasan Hallahan 

dan Kauffman, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Hadiyanto, 

yaitu:
25

 (a) Tunanetra (anak dengan gangguan penglihatan), (b) Tunarungu 

(anak dengan gangguan pendengaran), (c) Tunadaksa (anak dengan 

kelainan anggota tubuh/gerakan), (d) Anak yang berbakat atau memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa, (e) Tunagrahita (anak dengan 

retardasi mental), (f) Anak lamban belajar (slow learner), (g) Anak yang 

mengalami kesulitan belajar spesifik (Attention Deficit Disorder (ADD)-

Gangguan konsentrasi, Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD)-

Gangguan hiperaktif, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, 

Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/Motorik), (h) Tunalaras 

(anak dengan gangguan emosi dan perilaku), (i) Tunawicara (anak dengan 

gangguan dalam berbicara), (j) Autisme, dan (k) Anak korban narkoba 

serta HIV/AIDS. 

                                                           
24

 Bambang Dibyo Wiyono, Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Educational for 
All), Jurnal pendidikan Univ. Negeri Malang, 2011.Hlm 128 

25
 Ibid. 
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Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu 

perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat 

tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan 

ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 – 

51. akan tetapi dalam praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam 

mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini. 

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini 

dibedakan menjadi 3: 

1) Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan 

hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu 

menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 

51 (1). 

2) Alasan Pemaaf : alasan yang mengahpuskan kesalahan terdakwa, tetap 

melawan hokum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak 

dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 49 (2), 51 

(2). 

3) Alasan penghapus penuntutan : ini adalah peran otoritas dari 

pemerintah, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau 

kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan 

penuntutan demi kepentingan umum.  

Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum 

seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

orang itu berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya 



58 
 

 
 

pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan (niet kan 

worden toe gerekend) tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan 

berupa sengaja atau culpa”. Yang dimaksud disini adalah berhubung 

dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela 

sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai hukuman. Dalam hal ini 

diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater. 

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila 

melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas 

mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura 

menjadi orang gila. Orang mabuk dapat lepas dari hukuman. Namun dapat 

juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. 

Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar 

keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim 

dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama 

tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan 

merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan. 

Menurut Pasal 120 KUHAP, penyidik dapat minta pendapat orang 

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut mengangkat 

sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi 

keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila 

disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang 

mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan 

keterangan yang diminta. Dalam kasus ini penyelidik dapat meminta 
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pendapat psikolog maupun pihak medis dalam menangani dan 

memberikan keterangan bahwa tersangka merupakan seorang ABK. 

4. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah 

The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan 

sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, 

penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat 

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.
26

 Dengan 

demikian, pihak-pihak terkait dalam Thejuvenile system, pertama : polisi 

sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang 

pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan 

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. 

Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan 

menentukan apakah anak akan dibebesakan atau diproses ke pengadilan 

anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai 

dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang 

terakhir institusi penghukuman.
27

 

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, 

maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih 

dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana 

(criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam 
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 Nasir Djamil., Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta Sinar Grafika. 2012,hlm. 43 
27

 ibid 



60 
 

 
 

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan 

sistem. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri 

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana.  

5. Fungsi dan Peranan Unit PPA 

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan 

Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas 

memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan 

dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap 

pelakunya.  

Jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus 

diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak 

salah satunya dengan menggunakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam penanganan perkara 

anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, dalam hal ini 

penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA 
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Unit pelayanan perempuan dan anak memiliki Struktur Organisasi / 

Jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan 

masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. 

Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani 

dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada 

perempuan dan anak. Struktur Organisasi / jabatan tersebut, dapat dilihat 

melalui Struktur Organisasi / Jabatan Unit Pelayanan Permpuan dan Anak 

Tingkat Polres. 

Gambar1.  Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (Unit PPA) Tingkat Polres 

 

 

 

 

 

 Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: 10 

Tahun 2007 

Berdasarkan struktur organisasi atau jabatan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak, dapat dilihat bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak berada dibawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu 

memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan 

dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan dan 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan. 

Kasat Reskrim 

Kanit PPA 

PA/Banit Lindung PA/Banit Idik 
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Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan 

organisasi yang terdiri dari Unsur pimpinan dan Unsur pembantu. Unur 

pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan Unsur pembantu seperti 

Perwira Unit penyelidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit 

Lindung), masing-masing Unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di 

UU Peraturan KAPOLRI. 

Perlindungan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

terhadap korban KDRT tidak serta merta hanya mengacu pada UU 

Penghapusan KDRT, tetapi pada pelaksanaannya juga berdasarkan 

Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan 

Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. 

Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT oleh Unit PPA Polres 

Cimahi dilaksanakan melalui perlindungan secara preventif dan 

perlindungan secara represif. 

a. Perlindungan secara Preventif 

Perlindungan secara preventif adalah segala tindakan atau kegiatan 

yang dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya korban yang 

diakibatkan oleh tindak KDRT. Perlindungan secara preventif 

dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU PKDRT yaitu 

“pemerintah menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi 

tentang kekerasan dalam rumah tangga.” 

b. Perlindungan secara Represif 
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Perlindungan secara represif adalah segala upaya yang dilakukan 

Unit PPA Polres Cimahi dalam bentuk pelayanan terhadap korban 

KDRT untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan fisik 

dan psikis korban sebagai pelapor dan/atau saksi korban di wilayah 

hukum Polres Cimahi. Dalam rangka melaksanakan perlindungan 

kepada korban KDRT, Unit PPA Polres Cimahi juga menjalin 

kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah dan swasta lainnya. 

Prosedur penanganan kasus yang terdiri dari tindakan perlindungan dan 

penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) di Unit PPA Polres 

Cimahi, pertama, dimulai dengan adanya laporan ataupun aduan 

(laporan polisi/LP) tindak KDRT yang terjadi di wilayah kota Cimahi 

diterima oleh polisi pelayanan masyarakat (yanmas) bagian Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Di SPKT korban tidak hanya 

dapat melaporkan kronologi kejadian yang dialami, tetapi korban juga 

dapat berkonsultasi dengan polisi yanmas untuk menceritakan 

permasalahan rumah tangga yang dialaminya (konseling).  

Kedua, SPKT meneruskan laporan atau aduan tersebut ke Reskrim 

bagian Unit PPA guna dilakukan tindakan penyelidikan. Polisi 

pelayanan masyarakat mengantarkan korban KDRT ke Unit PPA agar 

Unit PPA dapat segera memberikan pelayanan kepada korban KDRT. 

Perlindungan kepada korban diberikan bersamaan dengan dilakukannya 

tindakan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan).  



64 
 

 
 

Ketiga, dalam memberikan pelayanan terhadap korban, Unit PPA 

menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menangani korban 

yang memerlukan perawatan medis. Selain itu Unit PPA Polres Cimahi 

juga selalu berusaha memantau perkembangan kesehatan korban 

dengan menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit serta 

mengajukan permohonan visum et repertum kepada pihak rumah sakit 

untuk digunakan sebagai salah satu alat bukti 

Keempat, Unit PPA Polres Cimahi bekerja sama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), untuk memberikan pelayanan 

pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban KDRT yang 

mengalami kekerasan psikis seperti trauma, tertekan atau ketakutan.  

 Kelima, guna penegakan hukum maka setelah proses penyidikan 

selesai dengan dibuatnya berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit 

PPA Polres Cimahi berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk 

pelimpahan perkara tersebut. Kemudian ketujuh, Unit PPA Polres 

Cimahi mengikuti/memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan 

terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum. 

 

 


